BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam skripsi ini, maka

dapat disimpulkan bahwa:

1. Akibat Hukum Pemegang Saham Tidak Menyetorkan diantaranya

adalah tidak mendapatkan haknya sebagai Pemegang Saham
erserean, yang mana dalam::asus ini tidak mendapatkan Dividen
atas saham yang dimitikin gaimana ketentuan Pasal 48 Ayat

(3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

e —— ——

Tebatas m yang tidak

menyetor | ke Perser patmenjalankan
hak selaku diperhitungkan dalam
orum Rap . Hal itu terjadi

QCHARAWANG™

aratan sebagai Pemegang Saham.

2. Dalam Putusan, | Renulis setuju dengan keputusan/ yang

dikeluarkan Hakim, gasarka mpertimbang hahwa Ir.
Soekardono tidak memenui unsurda ndlan padangPerseroan
Terbatas, dijelaskan bahwa Ir. Soekardono tidak pernah

menyetorkan modal sebagai dasar kepemilikan saham. Maka dapat
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diketahui Ir. Soekardono sebagai Penggugat yang dinyatakan sah
sebagai Pemegang Saham 10% berakibat hukum bahwa hak-hak Ir.
Soekardono sebagai salah satu pendiri atau Pemegang Saham yang
tidak menyetorkan modal tersebut tidak dapat diberikan sampai
dengan Ir. Soekardono menunaikan apa yang telah menjadi

kewajibannya, termasuk tidak mempunyai ha katas pembagian

iden sebafakmana yang ydimohonkan Ir. Soekardono sesuai

dengan Pasal 48 Aayat (3 dang-Undang Perseroan Terbatas

yang berbunyi :

“Dala#hal psny rata — sebagaimana
1 tapkar danytidak dipenuhi,
tersebut tidak
aham dan saham
m kuorum yang harus
ndang-Undang ini

KARAWANG

Bere Kanpada kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka

terdapat saran yang-akan o paikan sebagai berikut:

1. Sebaiknya dilakukan reviSimmengena ang Namor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbata a dilakukan

revisi terhadap sanksi, bukan hanya sekedar sanksi admnitrasi
melainkan sanksi pidana terhadap Para Pendiri Perusahaan yang
lalai terhadap Penyetoran Modal terhadap kas Perseroan. Selain

daripada itu, terkai batas waktu penyetoran modal yang telah datur

dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29
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Tahun 2016 tentang Perbuahan Modal Dasar Perseroan Terbatas,
bahwa :

“Bukti Penyetoran yang sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteri yang

elenggarakan utusan Pemerintahan di Bidang Hukum danHak

Asasl Manusisdalam waktu ma 60 (enam puluh) hari terhitung

sejak tanggal Akta Pendirian"Perseroan Terbatas ditandatangani”.

Sehingga dari hal diatas dapa

diketahui, mengenai batas waktunya

rseroan Terbatas
a Pendirian Perseroan

b untuk melakukan penyetoran Modal

dibuat, maka_Para-Pendiri wa
lﬁ;i an untuk menjaga dari kelalaia

dap kas Perseroan. .-
i KARAWAN G s

Penyeto
2. Hendaknya Ker ia m dan Hak Asasi Manusia memaperketat
pengawasan terhadap prosespRendiria patas termasuk
didalamnya terhadap Penyetorn Moda uh yang telah
disetujui oleh para Pendiri Perseroan, kewajiban- kewajiban Para
Pendiri dan Pemegang Saham serta pengawasan terhadap pelaksanaan

kegiatan operasional Perseroan tersebut telah sesuai dengan peraturan

PerUndang-Undangan.



